[ SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
4350);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor
9);



18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa
laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

=

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;
d. Laporan Operasional,;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan
Kinerja, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 dan
Laporan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun

Anggaran 2018.
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp.5.443.179.144.512,93
b. Belanja Rp.5.296.403.530.714,17
Surplus Rp.146.775.613.798,76




C.

Pembiayaan

- Penerimaan Rp.347.018.633.070,18

- Pengeluaran Rp. 22.000.000.000.00

Pembiayaan Netto Rp.325.018.633.070,18
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.

Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(49.635.051.515,22)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.5.393.544.092.997,71
2. Realisasi Rp.5.443.179.144.512,93
Selisih Rp. (49.635.051.515,22)

Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp.419.206.998.421,72 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.5.715.610.529.135,89
2. Realisasi Rp.5.296.403.530.714,17
Selisih Rp. 419.206.998.421,72

Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.(468.842.049.936,94)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp.(322.066.436.138,18)
2. Realisasi Surplus Rp. 146.775.613.798,76
Selisih Rp.(468.842.049.936,94)
Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp.(2.952.196.932,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp.344.066.436.138,18
Perubahan
2. Realisasi Rp.347.018.633.070,18
Selisih Rp. (2.952.196.932,00)

Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp.22.000.000.000,00
perubahan
2. Realisasi Rp.22.000.000.000,00

Selisih Rp. 0,00



f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(2.952.196.932,00)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.322.066.436.138,18
2. Realisasi Rp.325.018.633.070,18
Selisih Rp. (2.952.196.932,00)

g. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Dana Keistimewaan yang merupakan bagian

dari Belanja, sejumlah Rp.37.227.311.557,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.Anggaran Belanja Dana Keistimewaan setelah Rp.1.000.000.000.000,00
perubahan
2.Realisasi Rp. 962.772.688.443.,00
Selisih Rp. 37.227.311.557,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.344.066.436.138,18
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan Rp.344.066.436.138,18
c. Saldo Rp. 0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.471.794.246.868,94
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.471.794.246.868,94
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018

sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.9.135.260.144.513,79

b. Jumlah kewajiban Rp. 39.281.990.195,66

c. Jumlah ekuitas Rp.9.095.978.154.318,13
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan-Laporan Operasional Rp. 5.773.546.712.951,83
b. Beban Rp. 4.457.407.063.165,48
c. Surplus Kegiatan Operasional Rp. 1.316.139.649.786,35
d. Surplus Kegiatan Non Operasional Rp. 5.038.690.450,50

e. Surplus-Laporan Operasional Rp. 1.321.178.340.236,85



Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018 Rp. 344.066.436.138,18

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp.1.277.096.030.079,50

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp.(1.149.368.219.348,74)

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp. 0,00

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp. 0,00

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018 Rp. 471.794.246.868,94
Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk

periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp.7.731.723.566.685,84
b. Surplus Laporan Operasional Rp.1.321.178.340.236,85
c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp. 43.076.247.395,44
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp.9.095.978.154.318,13
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas

pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan
Kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
0. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya,;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 tercantum
dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

c. Laporan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun
Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 5-178/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001
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